PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alarmat ; Jin, Majapahit Kamglek Perkanloran Cangakan Telepon (0271) 493041 Fax {[Q271) 494522
Wabaite: dadibed karanganyarkab goid E-mall; dsdidbud @karanganyarkab.gedkodePoes 5771

KEPUTLISAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
HOMOR 421.1 /312 . TAHUN 2018
TENTANG
FENETAFAN IZIN OPERASIONAL SEMENTARA TAMAN KANAK-RANAR
NURLL IMAN, DESA KARANGPANDAN, KECAMATAN
KARANGPANDAN, KABUBATEN KARANGANYAR

KEPALA DINAS PENDIDIEAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KARANGANYAR,

Membaca ¢ 1. Surat  dari  Yoayasan | Pendidikan  Al-Huds

Karanganvar Kecamalan Kerangpandan Nomor
01.a.001/YPA/Kra,/2018 tanggal 22 .Januar 2018,
perihal Permobonan [zin Operasional;

2. Bural Rekomendas dari Kepala UPT PUD NF1 dan S0
Kecamatan Karangpandan Nomor 200/019.1/2018,
tanggal 22 Januari 2018 tentang Permohonan [zn
Operasional;

3. Berita Acara Tim WVisitasi Dinas Pendidikan dan
Kebudavaan Kebupaten HKamanganyar Namos
420056,V 2018 tanggal 21 Agustus 2018 tentang
Permohonan [2n Operasional Sementara Taman
Keartak-Kanak Nunal Iman;

Menimbang 1 &, bahwa guna kelancaran pelaksanasn pembelajaren
dan ketertiban lembaga Pendidikan Anak Usin Dini,
maka perlu menetaphkan lzin Operasiona Sementam
Tarman  Kanak-Kanak — Murul [rmian, Desa
Karangpandan, Kecamatan Karangpandan,
Rabupaten Karanganyar;

b, hahwa berdasackan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam hurad a, perlu  mecetapkan
Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
tentang Penetapan [zin Operasional Sementara
Taman  Kanak-Kanak  Nurul  Iman, Desn

Karangpandan, Kecamatan Karangpandan,
Kabupaten Karanganvar;
Mengingit = 1, Undang-Undang Nemar 13 Tahun 1950 teotang

Pembentukan Daerah-doerah  Kabupaten dalam
Lingkungan Provine Jawa Tengah;



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomer 109, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor £233),
sebagaimana telah diubah dengen Undang-Undang
Momor 35 Tahun 2014 tentang Pernbahan atas
Undang-Undang MNeomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik
[ndonesia Tahun 2014 Nomor SE06);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistern Pendidikan Nasional [Lembaran Negara
Republit Indonesia Tehun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4301);

Undang-Undang MNomeor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Momor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5224);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 5587),
gebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan kedua atas Undeng-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
IndonesiaNomor 5679)

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Standar
Masional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496),
sebagnimana telah diubah beberapas kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintab
Momor 19 Tahun2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan {Lembaran Negara Republik Tabhun 20135
Momor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indenesia Nomor S670);



7. Peraturagn Pemerintah Nomor 17 Tahun 2000 Tentang
Pengelolaen Penyelenggarasn Pendidikan (Lembarsn
Negara Republik Indonesta Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran MNegara Republis Indenesis
Nomor 5109), sebagmmana telah diubah  dengan
Peraturan Pemerintah Nomor &6 Tahun 2010 tentang
Perubahan Peraturan Pemerintah Momor 17 Tahun
2010 tentang Pengelolaan  dan  Penvelenggaraan
Pendidikan [Lembaran Megara Republik Tahun 20010
Nomor 112, Tambahan Lembaran Megara Republik
Indonesia Nomor 5157}

B. Peraturan Menteri Pendidikan dan  Kebudayaan
Republik Indonesia Momor 84 Tahun 20104 tentang
Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dlini [Berita
Negara Republik Indonezsia Tahun 2014 Nomor 1279);

%. Peraturan Menten Pendidikan dan  Kebudavaan
Republik Indonesia NMomor 137 Tehun 2014 tentang
Standar Naswonal Pendidikan Anak Usia Dini (Berita
Negama Republik Indonesia Tahun 2014 Nomar 1.37);

10, Peraturan Deerah Habupaten RKaranganyar Momor 18
Tahun 2013 tentang Penyelenggarman Pendidikan
iLembaran Dacrah Kabupaten Kamnganyar Tabhun
2013 Momer 18, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Earanganyar Nomor 18), sebagaimana
telah diubrh dengnn Peraturan Dacrah Kabupsten
Karanganyar Nomor 2 2 Tahun 2017  tentang
Perubwhan atas Peraturan Dasmh  Kabupaten
Karanganyar MNomor 18 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan  Pendidikan  (Lembaran Daesrih
Kabupaten HKaranganyar Tahun 2017 Nomor 2
Tambahan Lembaran Dacreh Kabupaten Karanganyar
Nomor T0;

11. Permturan Bupati Karanganyar Nomar 65 Tahun 2009
tentEngE Pedoman Pendirian, Penambakharn,
Penggabungan, Penghapusan/ Penutupan dan
Perubahan Status Satuan Pendidikan [Berita Dacrah
Kabupaten Kamanganyar Tahun 2009 Nomaor 65),

MEMLUITUSKAN :

Menetapkan :
KESATU - Menetapkan [zin Operasional Sementara Taman Kanak-

Kanak Nurul Iman, Desa Karangpandan, Kecamatan
Harangpandan, Kabupaten Karanganyar.



KEDIA

RETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Tembusan :
Bupati Karnnganyar,
Kepala Baperlitbang Kab, Karanganyar;

1,
Z
3

m

Kepala UPT PLUD

Ketentuan vang hams dipenuhi dalam Penyelenpoarsan
Teman Hanak-Eanak, sebagalmana dimaksid Dilotum
KESATU keputusan ini adalah -

a. mematuhl semua peramiran  perundang-undangan
vang berlaku:

b, turut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangssy
segala pembiayaan penyelenggaraan Taman Kanak-
Kanak Nunil Imanditanggung Yayasan Pendidikan Al-
Huda Earanpanvar Kecamatan Karanppandan:

d. menyediakan semua Sarana Prasarana sesuai dengan
Standar Pelayanan Minimal:

¢, menyediakan Pendidik sesuai dengan standar
kompetenainya;

f. melaporkan pelaksanaan dan perkembangan Taman
Kanak-Kanak Nurul [man secarn berkala sesual
dengan ketentuan berlaku;

Izin Operasional ini bersifat sementarn berfaku selama 2

{dua) tahun s=jak ditetapkan, set=lah 2 [dua) tahun dan

telah memenubi Standar Pelayanan  Minimal pihak

Penyelenggara dapat mengajukan Sumt [zin Operasional

Tetap, sssuaiketentuan yang berlalog,

Apabila terjadi  pelanggaran atas  ketenbian-ketentusn

penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Nurul [man

sebmgaimana diatur dalam Diktum KEDUA dan Dk

KETIGA maka Surat Keputusan ini akan dicabut.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggel ditetaphkan.

Ditetapkan di Karanganyar
Pada tanggally fqusbes 108
ALA DINAS PENDIDIKAN

Kepala Bagian Hukum Setda

NF1 dan 2D

Kecamatan Karangpandsr.



